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Analysis, Data Update, 
Election 
 Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses 
pemutakhiran daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di KPU 
Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (BAWASLU) tentang adanya 1.013.366 DPT ganda di 76 kabupaten dan 
kota. Klaim lain juga dilontarkan tim khusus bentukan Prabowo-Sandiaga Uno terkait temuan 
8.145.713 DPT ganda (kompas.com, 12 September 2018). Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi 
dasar partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum (Pemilu). Partisipasi politik 
masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan politik demokrasi di 
setiap negara. Dalam konteks pemilu, pemilih berubah dari partisipasi warga menjadi 
dukungan untuk kekuasaan yang tidak sah melalui kompetisi pemilu antar peserta pemilu. 
Akibat masalah DPT, pada saat rekapitulasi DPT Perubahan (DPTHP), masalah DPT ganda 
tidak lepas dari tidak adanya kebijakan perlindungan data pribadi. Isi DPT terkait identitas 
pribadi penduduk belum menjadi prioritas mutlak bagi negara untuk memberikan 
perlindungan. Kebijakan perlindungan juga menjadi tugas masing-masing pemangku 
kepentingan, selain akses masyarakat terhadap daftar pemilih hingga tingkat Tempat 
Pemungutan Suara (TPS). Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan pemutakhiran data 
pemilih yang terjadi pada Pemilu 2019 memang merupakan tahapan yang panjang. Hal ini 
terjadi dengan adanya rekomendasi dari BAWASLU serta masukan dan tanggapan terhadap 
Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dari tahapan sehingga dilakukan perpanjangan oleh KPU 
RI agar tercipta data pemilih yang akurat dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif yaitu penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Proses 
dan makna (perspektif subjek) lebih menonjol dalam penelitian kualitatif. Untuk 
meningkatkan kualitas daftar pemilih, diperlukan sistem yang lebih memadai dan sumber 
daya manusia yang kompeten dalam pengolahan daftar pemilih tetap. 
 
Abstract. The purpose of this research is to describe and analyze the process of updating voter 
list in the final voter list (DPT) in General Election 2019 in KPU Gorontalo Regency. This 
research is motivated by the findings of Election Supervisory Body (BAWASLU) regarding the 
existence of 1,013,366 double DPTs in 76 districts and cities. Another claim is also made by a 
special team formed by Prabowo-Sandiaga Uno regarding the findings of 8,145,713 double 




for citizens’ political participation in general election (Pemilu). Community political 
participation has a very important role for the development of democratic politics in every 
country. In the context of elections, voters change from citizen participations to supports for 
illegitimate power through election competition among election participants. As a result of the 
problem of DPT, at the time of recapitulation of the revised DPT (DPTHP), the problem of 
double DPT cannot be separated from the absence of a policy for protecting personal data. The 
contents of DPT related to the personal identity of population have not become an absolute 
priority for the state to provide protection. It is also the duty of each stakeholder for their 
protection policy, in addition accessing for the public to the voter list up to the polling station 
(TPS) level. The result of the study shows that the stages of updating voter data that occurred 
in Election 2019 are indeed a long stage. This happens with the recommendation from 
BAWASLU and the input and response to the Election Permanent Voters List 2019 from the 
stages so that an extension is carried out by Indonesian KPU in order to create accurate and 
accountable voter data. This research uses qualitative research method namely descriptive 
research which tends to use analysis. Process and meaning (subject perspective) are more 
prominent in qualitative research. To improve the quality of the voter list, it is necessary to 
have a more adequate system and competent human resources in processing the permanent 
voter list. 
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Prinsip demokrasi  mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk 
berpendapat, untuk memiliki  ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu 
serta menghargai setiap pendapat yang  keluar dari pikiran setiap orang. Konsep 
demokrasi menjadi  sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik, (Nuna & 
Moonti, 2019). Perwujudan dari partisipasi politik masyarakat merupakan hal 
mendasar dalam demokrasi, dimana partisipasi yang tinggi menandai langkah tegas 
menuju kemajuan politik dan demikrasi yang lebih baik di Indonesia. Yang inti dari 
kehidupan politik masyarakat adalah keteribatan pemilih atau perilaku pemilih, (Aneta 
et al.,2021). Seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam 
menyampaikan aspirasi khususnya pada pemilihan umum. Akan tetapi fakta di 
lapangan bahwa telah terjadi kehilangan hak suara bagi sebagian warga penduduk. Hal 
ini disebabkan antara lain oleh pemutakhiran data yang tidak akurat, perpindahan 
domisili penduduk, dan tidak memiliki identitas. Pemutakhiran data kependudukan 
masih harus terus dibenahi dengan penerapan konsep standarisasi penomoran 
penduduk secara nasional guna menghindari kartu identitas ganda. Perlu diakui bahwa 
birokrasi pengurusan kartu identitas penduduk dibeberapa kecamatan masih tergolong 
konvensional dan belum secara maksimal menggunakan komputerisasi. Kondisi laporan 
yang terkini (uptodate) tentang data kependudukan dari para Ketua Rukun Tetangga, 
Rukun Warga, Desa/Kelurahan masih relatif belum maksimal, (Supriatna, 2009). 
 
Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) 
bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau 
sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Kemudian ditegaskan pada pasal 
57 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia 
harus terdaftar sebagai pemilih dan ayat (3) bahwa untuk didaftar sebagai pemilih, 
warga negara Indonesia sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 
(a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (b) tidak sedang dicabut hak 
pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
141 
tetap. Komisi Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjamin  
berlangsungnya Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota : a). Daftar Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh 
Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada 
saat pemilihan diselenggarakan; b). Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan yang 
memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari 
Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data 
pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih  
Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). (Putra, 2017). 
Masalah kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap menjadi tanggung jawab bersama 
para pemangku kepentingan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partisipasi aktif 
dari seluruh lapisan masyarakat. Seluruh pemangku dalam pemilu turut serta dalam 
memberi andil yang sangat besar untuk dapat mewujudkan akurasi dan kualitas Daftar 
Pemilih Tetap, (Delviani, 2019). 
 
Peranan KPU dalam memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada 
pasal 10 ayat (1) huruf f yang berbunyi, bahwa “memutakhirkan data pemilih berdasarkan data 
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan 
data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, walikota terakhir dan menetapkannya 
sebagai daftar pemilih”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 119 ayat (1) untuk penyelenggaraan 
Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Sementara itu, dalam ayat (2) 
Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan, sehingga KPU membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. (Ifdal et al., 2018). Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu agenda 
wajib yang harus dilaksanakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum baik KPU Provinsi 
maupun KPU Kabupaten/Kota menjelang diselenggarakannya pemilihan umum untuk 
menghindari terjadinya kekeliruan pada saat pemungutan suara sedang berlangsung 
akan tetapi pada kenyataannya Data Potensil Pemilih Pemilu tersebut dinilai masih 
belum merupakan data terkini karena di dalamnya masih terdapat pemilih yang sudah 
meninggal dunia, alih status sebagai TNI/Polri atau pemilih yang telah pindah domisili 
atau bahkan yang menjadi daftar pemilih ganda, (Delviani, 2019). Untuk 
menghindarkan adanya pemilih ganda, seorang pemilih hanya didaftarkan satu kali 
dalam pemilih, bagi mereka yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih 
yang bersangkutan harus menentukan satu diantara alamat yang sesuai dengan alamat 
yang tertera dalam tanda identitas kependudukan untuk ditetapkan sebagai tempat 
tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih, (Muda, 2011). 
 
Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu 
proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah 
kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. petugas 




dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemuta- khiran data 
pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. 
Peran petugas-petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat dibutuhkan karena 
mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya daftar pemilih tetap (DPT) 
Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung 
kepada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dilapangan, (Merry, 2021). 
Persoalan mendasar yang muncul berkaitan dengan DPT adalah selain tidak 
lengkapnya elemen data kependudukan dalam DPT (tanpa NIK dan NKK), juga 
terdapat nama pemilih yang terdata ganda (tercatat di lebih dari satu alamat), pemilih 
meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/POLRI dan pindah domisili tetapi masih 
tercatat pada Daftar Pemilih Tetap. Di titik ini, atas permasalahan ini banyak pihak 
menilai ketidakakuratan DPT, berasal dari Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu 
(DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU sebagai 
basis data awal bagi KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih. Untuk 
masalah tidak lengkapnya elemen data pemilih terkait NIK/NKK ini, KPU harus 
berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikannya, karena hal ini menjadi 
kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci pernyusunan DP4 (Data Potensial 
Penduduk Pemilih Pemilu). Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan 
Sipil, mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4, (Zulkifli, 2016).  
 
Pengakuan ini diwujudkan melalui langkah guna meredakan dugaan DPT yang ganda 
melalui KPU yang tetap mengacu pada fakta-fakta pemilih serta kini tak lagi sampai ke TPS. 
DPT yang sulit berubah menjadi celah bagi tindakkan penggelembungan suara maupun 
munculnya suara palsu. Gerakan ini dapat mendulang pasangan calon maupun peristiwa 
politik yang positif dan sebaliknya guna pasangan calon maupun peristiwa yang berbeda. 
Kemungkinan ini bahkan lebih vital lagi, mengingat Pilkada 2019 dijadwalkan dilaksanakan 
serentak (Serentak) dimana setiap pemilih akan mendapatkan 4 surat suara guna dipilih 
(Pilpres, Pemilihan Anggota DPR, Pemilihan Anggota DPRD, dan Pemilihan DPD). Pada  
pemilihan  umum  (Pemilu)  tahun  2019  lalu,  di  Kabupaten Gorontalo, Provinsi 
Gorontalo  juga terdapat beberapa masalah serius yang sering terjadi pada setiap 
Pemilu, khususnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo, 
dimana jika petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) bekerja dengan sungguh - 
sungguh dan  mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian 
(coklit) terhadap data pemilih, maka daftar pemililih tetap (DPT) Pemilihan Umum 
Tahun 2019  di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo akan lebih baik dibanding 
daftar pemilih tetap pada Pemilu sebelumnya. Maka dari itu harus ada pembatasan 
dalam penelitian tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, serta peneliti 
memilih Metode maupun Pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwar III, 
dalam (Susanto, 2013). Mengenai Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat 
(IV) variabel, yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, serta Stuktur Birokrasi.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang 
banyak digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (natural setting), 
(Supranto, 2021). Kriteria penelitian kualitatif menurut (Creswell, 2015) seperti 
berkembang dinamis, pertanyaan terbuka, data wawancara, data dokumentasi, data 
audio visual, analisis tekstual dan gambar, interpretasi tema-tema. Sesuai pada 
identifikasi yang peneliti ambil, maka dari itu peneliti ingin memperhatikan pelaksanaan 
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pelacakan tingkatan pemutakhiran informasi pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) 
pemilihan umum serentak 2019. Serta mengamati proses tahapan pemutakhiran data 
pemilih. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 
Wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk merekam venomena 
tentang pemutahiran daftar pemilih tetap, dan wawancara merupakan pendalaman dari 
proses rangkaian rekaman jika peneliti ingin melakukan studi awal dengan tujuan guna 
menemukan masalah yang harus diselidiki, tetapi juga jika Anda ingin mengetahui hal-
hal lain dari statistik yang lebih lengkap. Observasi kepustakaan digunakan guna 
membantu kelengkapan catatan pada studi melalui penggunaan aset seleksi yang 
berlaku. Analisa data pada studi kualitatif di selesaikan selama seri rekaman serta 
setelah seri rekaman selesai pada periode positif. Pada saat wawancara, peneliti telah 
menganalisis solusi dari orang yang diwawancarai. Jika solusi orang yang diwawancarai 
dianggap tidak memuaskan, peneliti akan menyimpan pertanyaan itu lagi, sampai 
tingkat positif diperoleh, catatan ini dianggap kredibel. (Sugiyono, 2017) 1) Reduksi 
data: Pendekatan memutuskan hal-hal utama, fokus pada hal-hal penting, mencari topik 
serta pola, 2) Penyajian data: Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 
pada bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Flowchart serta sejenisnya, 
yang paling sering digunakan guna menyajadin data pada penelitian kualitatif ialah 
melalui teks yang bersifat naratif, 3) Verifikasi data: Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara serta akan berubah bila tidak di temukan bukti-
bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya,  
HASIL 
1.  Pelaksanaan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berdasarkan Hasil Revisi 
DP4 yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebanyak 294.451 pemilih yang 
terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 146.653 pemilih serta perempuan 
berjumlah 146.653 Pemilih. Setelah dilakukan pencocokkan serta Penelitian oleh PPDP 
di 205 Desa dari 19 Kecamatan, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebesar 285.017 
pemilih yang terdiri dari laki-laki berjumlah 142.221 Pemilih serta perempuan 
berjumlah 142.796 pemilih. Artinya terjadi pengurangan jumlah pemilih berdasarkan 
DP4 yang di serahkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo berjumlah 9.434 pemiliih. 
Pengurangan data tersebut terjadi karena hasil dari pencocokkan serta penelitan yang 
dilakukan oleh PPDP yang menemukan beberapa data dari para pemilih sudah TMS (Tak 
Memenuhi Syarat) serta penambahan dari pemilih baru. 
Dari hasil pencocokkan serta penelitan tersebut Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten 
Gorontalo sudah menjalankan rekapitulasi daftar pemilih hasil dari pemutakhiran serta 
menetapkan daftar pemilih sementara melalui pleno di tingkat Kabupaten Gorontalo 
















Tabel.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara 




Jumlah Pemilih Ket 
L P L+P 
1 Asparaga 10 37 4.476 4.494 9.240  
2 Batudaa 8 43 5.287 5.414 10.701  
3 Batudaa Pantai 9 37 4.536 4.372 8.908  
4 Bilato 10 31 3.604 3.442 7.046  
5 Biluhu 8 26 3.253 3.006 6.259  
6 Boliyohuto 13 53 6.296 6.277 12.573  
7 Bongomeme 15 61 7.375 7.169 14.544  
8 Dungaliyo 10 51 6.333 6.236 12.569  
9 Limboto 14 135 17.547 18.466 36.013  
10 Limboto Barat 10 70 9.222 9.548 18.770  
11 Mootilango 10 56 6.975 6.781 13.756  
12 Pulubala 11 74 9.429 9.043 18.472  
13 Tabongo 9 56 7.103 6.909 14.012  
14 Talaga Jaya 5 33 4.269 4.325 8.594  
15 Telaga 9 68 8.011 8.408 16.419  
16 Telaga Biru 15 83 9.922 10.664 20.586  
17 Tibawa 16 122 14.833 14.969 29.802  
18 Tilango 8 42 5.254 5.277 10.531  
19 Tolangohula 15 70 8.226 7.996 16.222  
 Total 205 1.148 142.221 142.796 285.017  
 
Kemudian data tersebut dilakukan pemutakhiran lagi melalui tahapan masukan serta 
tanggapan masyarakat terhadap DPS selama 21 hari serta perbaikan serta Penyusunan 
DPS selama 14 hari. Setelah melalui tahapan tersebut Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Gorontalo menjalankan rekap dsftsr pmilihnhsdil dsri psds perbaikan daftar 
pemilih sementara melalui jumlah pemilih TMS laki-laki 1.151 pemilih, perempuan 
1.074 Pemilih melalui total 2.225 Pemilih serta pemilih baru berjumlah 363 Pemilih laki-
laki serta 375 pemilih perempuan sehingga total pemilih baru berjumlah 738 Pemilih 
serta Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan melalui pleno tingkat 
Kabupaten Gorontalo pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 serta dituangkan pada 
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Berita Acara Pleno nomor: 72/PL.01.2-BA/7501/KPU-KAB/VII/2018. 
Diagram. 2  Progres Hasil Pemutakhiran dari DPSHP ke DPT 
 
Berdasarkan ketetapan Ketentuan pasal 32 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 
1033/PL.01.02- SD/01/KPU/IX/2018 tanggal revisi DPT atas rekomendasi Bawaslu 
serta masukan dari parpol peserta pemilihan umum dalam Rapat Paripurna Terbuka 
DPTHP yang dilaksanakan pada kamis tanggal 13 September 2018 melalui nomor Berita 
Acara 122/PL.01.2-BA/7501/KPU-Kab/IX/2018 KPU kabupaten Gorontalo melakukan 
beberapa langkah diantaranya melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap 
berdasarkan Rekom dari Bawaslu, KPU RI serta Pencermatan sendiri KPU Kabupaten 
Gorontalo terhadap data Ganda serta Data Anomali kepada Sistem Informasi Daftar 
Pemilih (SIDALIH), melaksanakan Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih 
Terkoreksi pertama (DPTHP 1) serta penetapan Daftar Pemilih Terkoreksi pertama 
(DPTHP 1) guna Pemilihan umum 2019 melalui ragam pemilih sebanyak 271.960 
sampai dengan Rincian Jumlah Pemilih Laki-laki sebanyak 135 ,setengah pemilih serta 
sekali lagi 136,3935 pemilih perempuan. tersebar di 19 kecamatan, 205 desa/kelurahan 
serta 1.148 TPS. 
 
Setelah penetapan tingkat Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 
Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi 
Gorontalo pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 yang dilaksanakan sampai 
melalui tanggal 15 September 2018 berdasarkan jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU 
RI selama 3 hari masih terdapat masukan serta tanggapan dari partai politik peserta 
pemilu 2019 terkait data ganda hasil temuan partai politik melalui jumlah 49 pemilih 
melalui rincian 24 pemilih laki-laki serta 25 pemilih perempuan serta data ganda hasil 
analisis KPU Provinsi Gorontalo berjumlah 13 pemilih berdasarkan rincian dari pemilih 
laki-laki 5 orang serta pemilih perempuan 8 orang pemilihmilih. KPU Kabupaten 










pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gorontalo sudah melakukan rapat pleno Perubahan Penetapan hasil perbaikan DPT 
yang sebelumnya telah di tetapkan dalam sabtu 15 Sebtember 2018 serta dituangkan 
dalam berita acara nomor: 114/PL.01-BA/7501/IX/2018. 
Tabel. 2 Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 




Jumlah Pemilih Ket 
L P L+P 
1 Asparaga 10 37 4.459 4.258 8.717  
2 Batudaa 8 43 5.041 5.186 10.227  
3 Batudaa Pantai 9 37 4.265 4.146 8.411  
4 Bilato 10 31 3.367 3.267 6.634  
5 Biluhu 8 26 3.098 2.883 5.981  
6 Boliyohuto 13 53 5.957 5.988 11.945  
7 Bongomeme 15 61 6.925 6.805 13.730  
8 Dungaliyo 10 51 6.018 5.993 12.011  
9 Limboto 14 135 16.559 17.528 34.087  
10 Limboto Barat 10 70 8.753 9.212 17.965  
11 Mootilango 10 56 6.746 6.589 13.335  
12 Pulubala 11 74 8.885 8.649 17.534  
13 Tabongo 9 56 6.654 6.585 13.239  
14 Talaga Jaya 5 33 4.048 4.116 8.214  
15 Telaga 9 68 7.811 8.207 16.018  
16 Telaga Biru 15 83 9.505 10.274 19.779  
17 Tibawa 16 122 14.083 14.397 28.480  
18 Tilango 8 42 4.993 5.069 10.062  
19 Tolangohula 15 70 7.829 7.700 15.529  
 Total 205 1.148 134.996 136.902 271.898  
 
Atas dasar surat edaran dari Ketua KPU RI No: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 
Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnan DPTHP-1 atas Rekomendasi 
Bawaslu serta masukan Partai Politik Peserta Pemilihan umum KPU Kabupaten 
Gorontalo telah melaksanakan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan 
(DPTHP) yang dimasukan dalam rekapitulasi Hasil Kedua Daftar Pemilih Tetap serta 
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan umum 2019 melalui 
Terpilihnya 274.252 pemilih melalui informasi pemilih laki-laki sebanyak 135.944 
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pemilih serta 138.308 pemilih perempuan terkumpul, kemampuan non-KTP -Pemilihan 
elektronik dari konsekuensi tanggapan publik terhadap DPTHP-1 melalui kisaran 
pemilih 12.063 pemilih melalui informasi 6.836 pemilih laki-laki  serta 5.227 pemilih 
perempuan. Rekapitulasi daftar pemilih dari hasil pengembangan DPTHP-1 melalui 
kisaran pemilih terakhir sebanyak 7.383 pemilih melalui pemilihan laki-laki termasuk 
3.688 pemilih serta pemilih perempuan terpantau 3.695 pemilih, TMS pemilih sebanyak 
5.029 pemilih melalui pemilihan pemilih laki-laki terpilih 2.729 pemilih serta pemilih 
perempuan 2.tiga ratus pemilih. Dari hasil penelitian diatas maka bisa digambarkan 
Proses pemutakhiran data pemilih dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum 
tahun 2019 di KPU Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kitab isa 
menyimpulkan Proses pemutakhiran data pemilih dalam daftar pemilih tetap dalam 
pemilihan umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Gorontalo terjadi pengurangan serta 
penambahan, hal tersebut terjadi melalui asertaya Rekomendasi Bawaslu serta 
maskuna dari Partai Politik Peserta Pemilihan umum Tahun 2019.  
Diagram. 3. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan umum 2019 
 
Selain temuan diatas, mungkin terdapat hal penting dalam penelitian ini, khususnya 
bahwa mungkin tidak ada utilitas yang terkenal guna perangkat pemilihan pemilih yang 
disertakan dengan bantuan penggunaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
khususnya guna pemilihan. statistik pemilihan umum terdekat pasca-perang. Hasil KPU 
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan umum terdekat berinisiatif 
membuat sendiri alat pengolah statistik pemilih. Tidak asertaya program perangkat 
lunak utilitas guna perang pemilihan umum yang unik perangkat pengolah statistik 
pemilihan umum yang diputuskan dengan bantuan KPU RI secara legal serta resmi 
merupakan faktor rentan dari besarnya statistik pemilihan umum yang diselenggarakan 
dengan bantuan penggunaan biaya pemilihan umum secara keseluruhan. di dalam 
daerah-daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan melalui Bapak Fadliyanto 
Koem diketahui bahwasanya teknik verifikasi dalam kerangka DPT pendidikan yang 
dilakukan melalui KPU Kabupaten Gorontalo ialah berikut ini: “Data Kependudukan di 
dalam DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan serta Catatan 
Sipil) kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Gorontalo guna disinkronisasikan 
melalui catatan akhir pemilihan umum warga hingga catatan Pemilih, Kemudian Data 
Pemilih tersebut disampaikan kedalam Panitia Pemilihan Kecamatan. (PPK) serta 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam bentuk softcopy. Jadi catatan pemilih reproduksi 
sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan, maka catatan pendahuluan diurus terlebih 




Setelah menyusun serta memutuskan Daftar Pemilih Sementara, ternyata masih perlu 
disosialisasikan agar mendapat reaksi dari masyarakat. Serta dari reaksi masyarakat, 
Daftar Pemilih Sementara dibuat, yang kemudian diselimuti gelar KPU Kota hingga 
menjadi Daftar Pemilih Tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa verifikasi fakta 
pemilih merupakan teknik hobi guna menggantikan fakta pemilih yang terutama 
didasarkan dalam Daftar Pemilih Berpotensi (DPT). Teknik yang digunakan dalam 
verifikasi fakta pemilih ialah nonstop register/listing. Teknik ini dipilih karena lebih 
mampu memastikan penerapan konsep serta standar yang disebutkan diatas serta 
memastikan efisiensi. Selain itu, pelatihan pendataan pemilih yang dilakukan melalui 
sarana KPU serta RT berubah menjadi diterapkan melalui pendekatan persuasif.  Seperti 
yang dijelaskan (Putra, 2017) bahwa Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis 
yaitu pemutakhiran di belakang meja (on desk) dan verifikasi factual (door to door). 
Pemutakhiran data on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT 
pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari 
Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD. Pemutakhiran on desk ini 
dapat dilakukan dengan dua tipe yaitu: berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap 
tahun) dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu. 
2. Sosialisasi Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemerintah Daerah Seluruh 
Jajaran 
Penyelenggara pemilihan umum mulai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga 
tingkat kecamatan memiliki kemampuan guna memfungsikan penyuluh pemilihan 
umum. Menurut Laswell, seorang penyuluh harus memiliki keterampilan pertukaran 
verbal utama yang tepat, mengenali materi, menyadari kelompok tujuan, menggunakan 
media yang tepat, serta mampu mengharapkan efek yang muncul dari hasil pertukaran 
verbal bersama dengan komentar dari komunikan. Dari hasil wawancara langsung 
dengan diterimanya dilapangan. Berdasarkan hasil dari wawancara langsung dengan 
anggota KPU Kabupaten Gorontalo Bapak Rusli Boroma Utiarahman menyatakan: “Guna 
sosialisasi terkait pemilihan umum kami selalu melaksanakkannya bukan Cuma terkait 
kesuksesan pemilihan umum, kami juga menekankan sosialisasi terkait verifikasi daftar 
pemilih tetap walaupun cuma sesekali” (Hasil wawancara, 19 Mei 2021). Sosialisasi 
tersebut dilakukan oleh seluruh stakeholder orang-orang yang berperan dalam 
pemilihan umum bersama dengan Badan Kesbangpol, pemerintah kecamatan, Petugas 
Pemutakhiran Data Pemilih, serta sebagainya melalui olah raga sosial di masyarakat. 
Reaksi masyarakat Kabupaten Gorontalo terhadap sosialisasi penerapan tuas daftar 
pemilih tetap berubah menjadi sangat baik serta membantu mereka guna mencatatkan 
diri jika nama mereka kini sudah tidak lagi terdaftar di daftar pemilih. Misalnya, daya 
tarik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo kedalam masyarakat umum 
sebagai pemilih guna menguji fakta di DP4 serta mencatatnya jika terjadi blunder 
masing-masing dalam frasa penulisan serta panggilan tidak terindeks di DP4 ke 
sekretariat di setiap kecamatan serta panitia penyelenggara pemilihan umum di tingkat 
kecamatan/kecamatan. cara memanfaatkan DPT serta bisa sangat ampuh dalam 
menurunkan mereka yang tidak lagi berhak memilih di daftar pemilih tetap. Statistik 
yang ditemukan dalam pengamatan ini ialah, dalam saat pemutakhiran KPU Kabupaten 
Gorontalo telah mencopot sebanyak 8.283 orang yang tidak lagi memiliki hak pilih. Laki-
laki maupun perempuan ini diselimuti Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam daftar 
warga yang berhak memilih dalam dokumen DP4. Pencapaian KPU Kabupaten 
Gorontalo dalam mencopot orang-orang yang sudah tidak lagi berhak memilih menjadi 
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karena faktor fundamental, yaitu (1) petugas pemutakhiran daftar pemilih pasti terjun 
ke sektor guna melakukan verifikasi asli (2) masyarakat umum ikut melacak serta 
memberikan masukan jika sudah ada nama-nama yang sudah tidak lagi berhak memilih. 
memasukkan daftar pemilih. Sosialisasi yang dilakukan melalui KPU Kabupaten 
Gorontalo telah membangun fokus publik Kabupaten Gorontalo bahwa Pilkada tidak 
selalu menjadi aset penyelenggara yang paling efektif. Hal ini di sampaikan oleh Ketua 
KPU Kabupaten Gorontalo Bapak Rasid Patamani: “Kami selalu melakukan kegiatan-
kegiatan berupa sosialisai baik langsung maupun lewat media cetak serta media social 
yang sifatnya menyadarkan masyarakat bahwa pemilihan umumkada ini ialah pesta 
rakyat yang harusnya masyarakat menentukan pilihannya” (Hasil wawancara, 19 Mei 
2021) . Pemilihan umum dalam Pilkada ialah milik rakyat Kabupaten Gorontalo. 
Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo ditentukan dalam Pemilihan Umum. 
Mereka diberi kesempatan guna memilih calon walikota serta wakil walikota yang 
dipilih melalui pemilih yang luar biasa sehingga kita bisa mensejahterakan jaringan. 
Korelasi antara pemilihan umum lingkungan pasca-pertempuran serta kesejahteraan 
jaringan yang mendorong masyarakat umum guna mengambil bagian dalam pemilihan 
catatan pemilihan umum guna pemilih pemilihan umum lingkungan pasca pemilihan. 
Tidak perlu ada metode serta kerentanan dalam pelaksanaan Pemilihan umum 
Kabupaten Gorontalo. Permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan/pemilihan 
umum dari tahun ke tahun mengalami perbedaan. Hal ini terjadi seiring proses 
perkembangan demokrasi yang terus mengalami perubahan serta penyempurnaan 
guna setiap periode penyelenggaraan pemilihan/pemilihan umum. Semisal penggunaan 
serta pemanfaat teknologi informasi yang mengalami perkembangan cukup pesat juga 
diupayakan dapat dipergunakan guna membantu penyelenggaraan 
pemilihan/pemilihan umum.  
Dalam menghadapi permasalahan tersebut KPU Kabupaten Gorontalo terus berupaya 
melalui maksimal dalam mengolah Data Pemilih baik melalui cara terus melakukan 
koordinasi melalui pihak-pihak terkait seperti DISDUKCAPIL, Kesbangpol, Bawaslu 
serta Aparat Pemerintah dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat Desa/Kelurahan. 
Seperti apa yang dikatakan oleh Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Bapak Rusli Boroma 
Utiarahman yaitu: “Kami selaku Penyelenggara Tingkat Kabupaten selalu melakukan 
Sosialisasi kedalam seluruh kalangan masyarakat agar dapat menjaga hak pilih mereka, 
selain kita terjun langsung ke tingkat desa/keluarahan kita juga selalu melakukan 
koordinasi terkait data pemilih melalui pihak-pihak terkait. Selain itu juga setiap 
tahapan pemutakhiran data pemilih kami selalu mengumumkan Byname Byaddres 
Daftar pemilih di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat oleh masyarakat serta 
membuka kesempatan bagi masyarakat serta partai politik peserta pemilihan umum 
guna dapat memberi tanggapan serta saran terkait dengan DPT” (Hasil wawancara, 19 
Mei 2021). mengingat salah satu materi gugatan yang disengketakan di Mahkamah 
Konstitusi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yaitu peserta 
pemilih ganda di desa haya-haya kecamatan limboto barat, dalam gugatan tersebut 
dituding ada salah satu pemilih yang telah memilih 2 kali di tps yang berbeda, serta 
sesuai fakta di lapangan bahwa yang bersangkutan tidak memilih 2 kali di TPS yang 
berbeda seperti apa yang dikatakan oleh Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Bapak Rusli 
Z. Boroma Utiarahman yaitu:“Sejak mengetahui salah satu gugatan di Mahkamah 
Konstitusi ialah terkait pemilih yang telah mencoblos dua kali di TPS yang berbeda 
bahwa semua itu tidaklah benar, sesuai data pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilih 
tersebut ialah dua orng yang berbeda namun nama dalam identitas kependudukan 




sebagai penyelenggara tingkat kabupaten berharap guna masyarakat bisa melakukan 
update maupun perbaikan data kependudukan di DISDUKCAPIL serta selalu 
mensosialisasikannya agar data pemilih bisa lebih akurat dikarenakan KTP 
Elektroniklah yang menjadi dasar bagi masyarakat agar bisa terdaftar dalam DPT” (Hasil 
wawancara, 24 Mei 2021). 
Seperti yang dijelaskan, (Putra, 2017) bahwa, secara teknis bentuk jaminan pemilih 
untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. 
Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah 
terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain, bila pemilih telah terdaftar dalam 
daftar pemilih maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk 
dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula  sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar 
dalam daftar pemilih maka mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya. 
3.   Faktor Pendukung Penyusunan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Publik di dalam standar pemilihan umum bermanfaat, yakni membantu pemenuhan 
teknik pendataan pemilih yang benar serta bertanggung jawab. Keterlibatan ratusan 
orang dalam pemutakhiran catatan pemilih, khususnya dalam penawaran pemasukan 
serta pembetulan catatan pemilih yang telah disusun melalui PPS, sangat mungkin 
menimbulkan ketidakakuratan pencatatan karena hilangnya ketelitian petugas selama 
verifikasi. Menurut penulis, keterlibatan jaringan yang sebenarnya dalam praktik 
pencatatan pemilih dapat dibagi menjadi dua. Jejaring mungkin khawatir secara aktif 
dalam pelaksanaan pemutakhiran catatan pemilih dalam pemilihan umum standar 
melalui keterlibatan diri menjadi penyelenggara pemilihan umum di setiap tingkatan. 
Seperti apa yang disampaikan oleh anggota KPU Kabupaten Gorontalo Bapak Rusli 
Boroma Utiarahman: “Masyarakat bisah terlibat dalam kegiatan penyeleggaraan 
pemilihan umumkada baik dalam tingak PPK maupun PPDP. Serta ada juga masyarakat 
yang menjadi relawan dalam kegiatan penyelenggaran pemilihan umumkada” (Hasil 
wawancara, 19 Mei 2021). Dengan terjun langsung, tentunya Anda mampu secara aktif 
serta terus memberikan kontribusi yang berkualitas guna kebaikan statistik yang 
disusun dengan bantuan KPU. Keterlibatan jaringan secara tidak langsung ialah tingkat 
pemutakhiran statistik pemilih, yang berarti bahwa jaringan dapat menawarkan 
masukan maupun koreksi terhadap statistik pemilih agar ditemukan ketidaksesuaian 
dalam statistik yang telah disusun. Dalam penyelenggaraan juga bentuk pengawasan 
masnyarakat sangatlah penting. Sebagaimana hasil wawancara kami melalui Bapak 
Rasid Sayiu anggota KPU Kabupaten Gorontalo:“Kami membuka aduan masyarakat 
terkait proses pemutahiran data sampai dalam tahapan penyelenggraan kampanye 
serta pemungutan suara. Ini kami lakukan agar masyarakat menjadi motor penggerak 
serta pengawas dalam kegiatan pemilihan umumkada yang diselenggarakan” (Hasil 
wawancara, 24 Mei 2021). Faktor Penghambat Penyusunan Verifikasi Daftar Pemilih 
Tetap (DPT) Pertama, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia Sumber Daya 
Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan verifikasi 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik maupun tidak. maupun sekarang tidak lagi akan 
berjalan dengan baik maupun sekarang tidak lagi. Sehingga melalui pengelolaan sumber 
daya manusia yang kurang baik, ternyata menjadi hal yang menghambat dalam instruksi 
Daftar Pemilih Tetap (DPT). Manajemen Sumber Daya Manusia dapat digambarkan 
karena penggunaan aset manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fitur 
perencanaan sumber daya manusia yang berguna, rekrutmen serta seleksi, 
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pengembangan sumber daya manusia yang berguna. Suatu pertanggungan dapat 
diterapkan dengan baik agar jauh didukung melalui sarana sumber daya manusia yang 
memadai (berkualitas). Kedua, pemanfaatan era gadget pengolah statistik pemilih kini 
sudah tidak maksimal lagi. Keuntungan dari integrasi gadget ini merupakan 
perkembangan dalam luncuran data dalam suatu organisasi. Sebuah rekor biasanya 
membutuhkan waktu, namun, semakin banyak data yang dapat diterapkan dalam 
olahraga manajerial dapat diterima saat dibutuhkan. Ketiga, bantuan keuangan guna 
bantuan disiplin tidak selalu cukup. Situasi di dalam disiplin banyak keterbatasan yang 
mungkin sering dialami oleh para pejabat. Salah satu contoh yang sering terjadi ialah 
ketika petugas memperoleh informasi dari rumah melalui lukisan yang lebih sulit 
sehingga waktu rangkaian informasi disiplin yang telah ditetapkan selama 30 hari dapat 
diselesaikan. Jadi sangat penting honorarium harus proporsional dengan beban kerja 
pejabat. Sehingga hal ini tidak bisa lagi segera diatasi, akan sangat mengganggu kinerja 
petugas pemutakhiran informasi pemilih secara keseluruhan serta berdampak dalam 
halusnya informasi yang dihasilkan.  
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 1). Pemilih tidak terdaftar dalam hari pemungutan suara; 
2). Keterlambatan pengiriman arsip yang up to date; 3). Adanya Petugas Pemutakhiran 
Data Pemilih dalam pelaksanaan pemutakhiran arsip yang tidak sessuai dengan proses 
rangkaian arsip; dan 4). PPDP menyampaikan misi arsip seri ke atas RT. Sehingga arsip 
yang dihasilkan masih diragukan keabsahan serta keabsahannya. 
Adapun unsur-unsur pembantu serta penghambat dalam instruksi pendataan pemilih 
terakhir dalam pelaksanaan Pilkada Gorontalo 2019 yaitu diantaranya koneksi jaringan 
yan baik dalam tingkat pemutakhiran informasi serta penyusunan daftar pemilih 
diharapkan dengan maksud guna melakukan karakteristik manipulasi dalam kinerja 
penyelenggara pemilihan umum secara keseluruhan, dan keterlibatan masyarakat dapat 
memberikan ruang guna koreksi dampak rangkaian informasi pemilih melalui cara 
penyampaian banyak fakta tentang warga yang sah maupun yang sekarang tidak 
memenuhi persyaratan pemilih, serta keterlibatan sistem sosial jaringan tingkat rendah 
dalam metode verifikasi daftar pemilih abadi. Keterlibatan lembaga sosial (RT, RW, 
Desa) dalam pemutakhiran informasi pemilih mungkin sangat penting dilakukan Komisi 
Pemilihan Umum di Pilkada Kabupaten Gorontalo. 
SARAN 
Dalam melaksanakan pemilihan umum tentunya harus disertai dengan kenetralan dan 
prosefionalitas kerja dari penyelenggara, sebab penyelenggara pemilihan umum yang 
akan menentukan kelancaran dari dalam pemilihan umum tersebut. Melalui kenetralan 
dan profesionalisme KPU maka apa yang menjadi harapan masyarakat guna 
memperoleh pemimpin yang ideal akan tercapai serta tentunya juga akan dapat 
menjadikan demokrasi menjadi sehat serta bersih. 
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